PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI
BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwauntuk meningkatkan daya saing industri plastik hilir,
pemerintah perlu memberikan dukungan melalui kebijakan
pemberian insentif fiskal berupa penurunan tarif bea masuk
atas impor bahan baku plastik;

b. bahwa untuk memberikan dukungan melalui kebijakan
pemberian insentif fiskal berupa penurunan tarif bea
masuk atas impor bahan baku plastik sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem
Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas
Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50
Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang
Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan
Tarif Bea Masuk atas Barang Impor perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Keempat
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3564);



Menetapkan
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3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang
Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008
tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2014 tentang
Pengesahan ASEAN Agreement on Customs (Persetujuan
ASEAN tentang Kepabeanan) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);

6. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);

7. Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1993 tentang
Pengesahan International Convention on the Harmonized
Commodity Description and Coding System, beserta
Protocol-nya;

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 316)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2026
tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan
Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea
Masuk atas Barang Impor (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 511);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 117 Tahun 2025 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025
Nomor 1280);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 26/PMK.010/2022 TENTANG PENETAPAN SISTEM
KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK
ATAS BARANG IMPOR.



Pasal I

Di antara Pasal 4A dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem

Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas

Barang Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 316) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan:

a. Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang
Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan
Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 105);

b. Nomor 62 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 677); dan

c. Nomor 50 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022
tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 511),

disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4B yang berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 4B

(1) Atas impor bahan baku plastik yang termasuk dalam pos
tarif 3901.10.12, 3901.10.19, 3901.10.99, 3902.10.30,
3902.10.90, dan 3902.30.30 diberikan tarif bea masuk
sebesar 0% (nol persen).

(2) Tarif bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak berlakunya
Peraturan Menteri ini.

Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari
terhitung sejak tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

E Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2026

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

[=] 7.3, [=]

SUAHASIL NAZARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR  ggg

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan
elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF
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